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Abstract  
Since the Independence of the Republic of Indonesia on 17th August 1945, the 
Constitution of 1945 has become the highest written law in Indonesia.  In Land law, 
the Act of No. 5 of 1960 (hereinafter is called UUPA) is applicable governing the land 
matters and agrarian reform.  According to article 33 (2) of the 1945 Constitution the 
State has power to determine the right to control property, including the land.  
Besides, Article 2 of the UUPA stipulates the basic rules as to the relationship 
between the State power and the right holder of the land.  Accordingly, the State 
recognizes the ownership of the land by an individual or by private legal entity and by 
public legal body in terms of right to use for the government body.  
The implementation of the power of the State to confer the right on land as 
property is mentioned in Article 16 UUPA namely the right of the land permanently or 
temporarily, and other rights as determined by the law in future.  The right to use of 
land is not covered by Article 16 UUPA, but shall be governed by law.  As far as the 
special right to land use is concerned it is laid down under Articles 41 and Article 42 
and also in general explanation II/2 UUPA.  It is therefore suggested that the State 
Authority should enact the Act to determine such right on grounds : firstly it is 
possible for the government to do so on the basis article 16 UUPA strictly but then the 
implementation of Article 16 UUPA has become unlimited. Secondly, there exists the 
vast power of the state, and thirdly, the legislations in Indonesia confers vast and 
unlimited power to State to control the land which might lead to the abuse of power by 
the State.    
The special right to use of land should cover many factors, namely : the right, content 
of right, the burden of land towards the other right of land, subject of right, and land 
as the object of right.   While factors embodied in right of control of land consist of : 
ownership, transfer or right to other(s),  deletion of right, and the proof of right. 
Therefore it is suggested that the government should enact the law to lay down the 




Setiap lembaga Pemerintah memerlukan tanah untuk berbagai keperluan, dan 
tanah itu dapat diperoleh dari pemberian langsung oleh pemerintah, atau dari hasil 
pembelian atau pembebasan tanah dari milik penduduk. Status tanah lembaga 
pemerintah itu menjadi aset negara yang wajib dipertanggungjawabkan oleh lembaga 
pengguna aset negara (Soemardijono, 2008: 4).  
                                               
1 Makalah pada Seminar Antar Bangsa”Pembangunan Kawasan Ekonomi, Hukum dan Pemerintahan 
Malaysia dan Indonesia”, Kerjasama Universitas Islam Riau dengan University Utara Malaysia, tanggal 
7 s.d. 8 Juni 2010, di Convention Center Universitas Islam Riau Pekanbaru. 
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Pengisytiharan kemerdekaan Indonesia membuka lembaran baru bagi rakyat 
Indonesia. Mulai kemerdekan itu, UUD’45 dan UUPA merupakan tonggak hukum 
negara dan sebagai dasar tertinggi hukum pertanahan yang wajib dipatuhi oleh semua 
rakayat dan negara. Dalam Pasal 33 ayat 3 UUD’45 dan UUPA diiktirafkan, bahwa 
tanah sebagai sumber daya alam dikuasai oleh negara untuk sepenuhnya kemakmuran 
rakyat. Deskripsi dari ketentuan ini adalah bahwa negara memberi mandat kepada 
pemerintah agar dalam pengelolaan tanah dapat memberi faedah yang besar kepada 
semua rakyat Indonesia (Tim KKMP,2006:3). Mandat yang diberikan itu adalah 
untuk: menyusun dan melakukan pembagian, penggunaan, dan pemeliharaan atau 
kelestarian atas tanah; menentukan dan menyusun hak-hak yang dapat dimiliki 
(sebahagian) dari tanah; dan menentukan dan menyusun sistem berdasarkan kontrak 
antara pihak- pihak yang berhubungan dengan tanah (Tumari Jati Leksono, dkk, 
2008:3).  
Secara formal pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan mandat itu 
dalam bentuk: membuat peraturan yang berkaitan dengan penggunaan/peruntukan, 
persediaan dan pemeliharaan tanah, menetapkan peraturan tentang hak-hak apa saja 
yang dapat dikembangkan dari hak menguasai dari negara itu, menetapkan peraturan 
bagaimana seharusnya hubungan antara perseorangan atau badan hukum itu dengan 
tanah (A.P. Parlindungan, 1998:39). Atas dasar mandat inilah, negara dapat diberi 
kewenangan untuk memberikan hak atas tanah kepada dan dimiliki perseorangan dan 
atau badan hukum (UUPA, Pasal 4).  
Dalam merumuskan konsep hak penguasaan atas tanah yang akan diberikan  
kepada perseorangan, badan hukum privat dan badan hukum publik (tanah untuk 
lembaga pemerintah) ini, haruslah didasari oleh UUD’45 yang dinormatifkan ke 
dalam UUPA. Diketahui hingga saat ini tujuan mandat yang diberikan oleh negara 
tersebut jauh dari yang diharapkan, karena dalam perjalanan panjang UUPA itu 
diketahui bahwa dari hak menguasai negara itu, secara konkrit baru menetapkan 
konsep hak atas tanah milik perseorangan, milik badan hukum privat dan konsep hak 
atas tanah milik publik (badan hukum publik) (Aslan Noor, 2006: 318).  
Gambaran umum yang diperoleh ketika hendak menjelaskan hak pakai khusus 
atas tanah sebagai bagian dari milik publik, menjadi sesuatu yang membingungkan, 
karena belum diketahui dengan pasti apakah hak pakai khusus itu sebagai suatu hak 
atas tanah yang umum yang memenuhi unsur-unsur yang wujud dalam UUPA. 
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Persoalan ini perlu kaji untuk menumbuhkan sesuatu yang positif, rasa ingin tahu 
lebih jauh untuk melihat dan memahami hak pakai ini. 
 
B. Konsep Pemilikan dan Penguasaan Tanah Dalam Hukum Pertanahan 
 Setelah kemerdekaan, di bawah UUD’45 dan UUPA bangsa Indonesia 
memutuskan hubungan dengan hukum pertanahan kolonial dan membentuk hukum 
pertanahan nasional. Semestinya sejak kemerdekan itu, semua dasar pemilikan dan 
penguasaan tanah pada zaman penjajahan Belanda itu dihapus dan diganti dengan 
hukum pertanahan nasional yang sesuai dengan alam kemerdekaan Indonesia itu. 
Penghapusan itu tidak dapat dilaksanakan sekaligus karena harus melalui proses yang 
bertahap. Sementara proses itu dilakukan oleh pemerintah Indonesia, banyak dijumpai 
persoalan pemilikan dan penguasaan tanah yang harus segera diselesaikan dan tidak 
dapat ditangguhkan sampai terbentuknya hukum pertanahan nasional yang baru itu. 
Sembari menunggu terbentuknya hukum yang baru itu, untuk mencegah terjadi 
kekosongan hukum, negara berpuas hati untuk menggunakan hukum pertanahan 
kolonial itu sebagai hukum pertanahan nasional, sekalipun hukum pertanahan kolonial 
itu dalam banyak hal masih tetap berlaku, namun dalam banyak hal tidak pula sesuai 
dengan keadaan dan keperluan Indonesia merdeka (UUD’45, Pasal II Aturan 
Peralihan). 
Ditetapkan UUPA sebagai dasar hukum pertanahan nasional, terjadi perubahan 
mendasar terhadap: struktur perangkat hukumnya, Konsepsi yang menjadi dasar, dan 
Isinya (Boedi Harsono, 2007:1). Akibat perubahan itu ditetepakan beberapa prinsip 
filosofis dari UUPA itu, yang sama sekali berseberangan dengan hukum pertanahan 
kolonial, satu diantaranya adalah Penghapusan pernyataan domein verklaring, karena 
sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan bangsa Indonesia yang sudah merdeka, 
penggantinya adalah hak menguasai negara dalam Pasal 33 ayat 3 UUD’45, yang 
secara otentik penjelasan dikuasai oleh negara dalam Pasal 33 ayat 3 ini termuat di 
dalam UUPA (A.P.Parlindungan, 1998: 30-31).   
Hukum adat sebagai sumber utama hukum pertanahan nasional (UUPA, Pasal 
5), bertitik tolak dari adanya keseimbangan antara kepentingan bersama dengan 
kepentingan perseorangan. Konsep ini disebut sebagai konsep Pancasila (Padmo 
Wahyono, 1984:28-29), karena memposisikan manusia dan masyarakat itu dalam 
posisi yang selaras, serasi, dan seimbang dan tidak boleh bercanggah antara 
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masyarakat dan individu. Konsep seperti ini sejalan pula dengan pandangan hidup 
masyarakat Indonesia asli dalam memandang hubungan antara manusia pribadi 
dengan masyarakat yang selalu mengutamakan atau mendahulukan kepentingan 
masyarakat banyak. Oleh karena itu disebut hukum tanah Indonesia yang tunggal yang 
disusun dalam suatu sistem alam pemikiran hukum adat tertentu dengan tanah 
ulayatnya. 
Mengikut alam fikiran hukum adat ini, tertanam suatu keyakinan bahwa setiap 
kelompok masyarakat hukum adat itu tersedia suatu lingkungan tanah sebagai 
peninggalan atau pemberian dari suatu kekuatan gaib untuk menopang kehidupan 
kelompok dan para anggotanya sepanjang zaman. Artinya, pemilikan dan penguasaan 
tanah itu bukan saja untuk kepentingan generasi sekarang tetapi juga untuk generasi 
berikutnya dari kelompok masyarakat hukum adat itu (Arie Sukanti Hutagalung, 203: 
15). Konsepsi hukum adat ini diangkat menjadi konsepsi hukum tanah nasional 
(UUPA), yang terwakili dalam satu kata kunci komunalistik religius. Sifat 
komunalistik tampak pada semua tanah di Indonesia adalah tanah bersama rakyat 
Indonesia, dan unsur religiusnya adalah bahwa tanah itu merupakan karunia Tuhan 
Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia (Boedi Harsono, 2007:62).  
Dikomperatifkan kedua konsep itu (komunalistik dan religius), ternyata 
konsepsi hukum pertanahan nasional ini sedikit berbeda dengan hukum adat. 
Perbedaan itu terdapat pada wilayah cakupannya. Dalam hukum adat, tanah ulayat 
merupakan tanah milik bersama para warga masyarakat hukum adat yang 
bersangkutan, sementara dalam hukum pertanahan nasional, semua tanah dalam 
wilayah Indonesia adalah tanah milik bersama seluruh rakyat Indonesia (Boedi 
Harsono, 2007: 228). Konsep hukum tanah nasional ini berbeda pula dengan konsep 
hukum tanah Barat (Belanda) dan konsep tanah Feudal. Konsep hukum tanah nasional 
yang bersumber pada hukum adat jelas merupakan konsep yang sesuai dengan filsafat 
dan budaya bangsa Indonesia. Sementara konsep hukum tanah Barat itu dasarnya 
adalah semangat individualisme dan liberalisme (Moh.Kusnardi dan Bintan Saragih, 
2000: 61-67), tentu saja tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang 
komunal dan religius itu. Demikian juga  konsep tanah feudal tidak sesuai dengan 
filsafat dan pandangan hidup bangsa Indonesia karena hak penguasaan atas tanah yang 
tertinggi adalah hak milik raja. Semua tanah-tanah yang terdapat di seluruh wilayah 
kekuasaan raja adalah milik sepenuhnya dari raja yang bersangkutan. Di negara-
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negara yang tidak lagi menganut bentuk kerajaan, maka hak penguasaan atas tanah 
yang tertinggi ada pada negara sebagai pengganti daripada kedudukan raja Arie 
Sukanti Hutagalung, 2003: 31).  
 
B. Kewenangan Negara Dalam Pemilikan dan Penguasaan Atas Tanah. 
 Negara dan individu adalah dua hal yang menentukan dalam menelaah prinsip 
hak penguasaan negara atas tanah. Dalam hukum pertanahan, tanah itu disebut sebagai 
objek hak, sedangkan negara dan individu disebut sebagai subjek hak. Negara dan 
individu sebagai subjek hak adalah dua hal yang berbeda pula. Pertama, hubungan 
individu dengan tanah melahirkan hak dan kewajiban. Hak-hak individu yang 
berkaitan dengan tanah disebut hak milik atas tanah, sedangkan kewejibannya adalah 
mengusahakannya agar tanah itu bermanfaat baik bagi orang lain maupun bagi 
masyarakat. Pertautan antara individu dengan tanah itu menunjukkan hubungan 
memiliki yang disebut dengan hak. Kedua, hubungan negara dengan tanah melahirkan 
kewenangan dan tanggung jawab. Pertautan antara negara dengan tanah menunjukkan 
adanya hubungan penguasaan yang disebut dengan otoritas (Aslan Noor,  2006: 85-
86). 
Perlu diperhatikan bahwa antara hak dan otoritas itu tidak dapat disamakan 
tetapi hanya dapat disebandingkan, karena berbeda ruang lingkup hukum yang 
mengaturnya. Pada hak-hak individu atas tanah berada dalam ruang lingkup hukum 
privat, sedangkan otoritas negara berada dalam ruang lingkup hukum publik. Oleh 
karena itu otoritas negara dalam hukum pertanahan itu berkaitan dengan kewenangan, 
dan wewenang itu berkaitan pula dengan kekuasaan (power) dan kekuatan (force) 
(Aslan Noor, 2006 :85-86). Wewenang yang demikian itu adalah sah jika dijalankan 
menurut hukum positif yang berlaku. Wewenang itu secara istimewa dimiliki oleh 
negara, sehingga negara berhak untuk menuntut kepatuhan (Franz Magnes Suseno, 
2001: 53). Kewenangan inilah yang melahirkan otoritas negara atas tanah secara 
hukum publik, bukan hak pemilikan dalam hukum privat. 
 Mengikuti otoritas penguasaan negara atas tanah itu, maka kewenangan negara 
itu hanyalah untuk: mengatur, mengurus, dan mengawasi pemilikan dan penguasaan 
tanah, karena itu dalam hak penguasaan negara atas tanah, negara itu hanya 
melakukan bestuurdaad dan beheersdaad dan tidak melakukan eigensdaad (Bagir 
Manan, 1999: 1-2). Otoritas seperti ini dapat diterima karena secara teoritik negara itu 
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tidaklah memiliki tanah, alasannya adalah bahwa pengertian milik menunjukkan 
adanya kekuasaan mutlak, sedangkan penggunaan tanah untuk kepentingan publik 
tidak mengharuskan tanah itu dimiliki oleh negara. 
Bentuk hubungan antara negara dengan tanah itu, adalah hubungan antara 
negara “langsung” dengan tanah dan tidak sebagai subjek perseorangan dan tidak pula 
dalam kedudukannya sebagai negara yang memiliki, tetapi negara merupakan 
personifikasi (penjelmaan) dari seluruh rakyat sehingga dalam konsep ini negara tidak 
lepas dari rakyat. Negara hanya menjadi pendiri dan pendukung kesatuan-kesatuan 
rakyat (Notonagoro, 1986:12). Bentuk hubungan ini sesuai dengan makna hak 
menguasai dari negara karena hubungan tersebut adalah hubungan yang abadi             
(UUPA, pasal 1 ayat 3). Ditinjau dari sudut perikemanusiaan, bentuk hubungan ini 
sesuai pula dengan sifat makhluk sosial, karena negara itu hanya mempunyai Hak 
Communes, apabila negara sebagai personifikasi yang memegang kekuasaan atas 
tanah dan Hak Imperium, apabila negara memegang kekuasaan tentang pemakaian 
tanah saja ( Iman Soetikno, 1997 : 37-38) 
Konsep dasar kewenangan negara dalam pemilikan dan penguasaan atas tanah 
diiktirafkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD’45 yang berbunyi: Bumi, air dan kekayaan 
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk 
sebesar-besar kemakmuran rakyat. Menurut konsep UUD’45 itu, hubungan antara 
negara dengan tanah itu adalah hubungan penguasaan. Namun apa yang dimaksud 
dengan “dikuasai” oleh Negara dalam UUD’45 itu belum bersifat inkonkrito 
melainkan bersifat inabstrakto, karena dalam konsep ini belum ada penjelasan tentang 
apa yang dimaksud dengan “dikuasai” oleh negara itu  secara konkrit.  
R. Soepomo seperti dikutip (Muhammad Bakri, 2007 : 2-3) dalam pidatonya di 
depan sidang BPUPKI bertajuk negara integralistik tidak juga memberikan penjelasan 
secara konkrit tentang kewenangan negara itu. Ia menyatakan antara lain, bahwa pada 
hakikatnya negara yang menguasai tanah seluruhnya. Apa yang dimaksud dengan 
“Negara menguasai tanah seluruhnya” itu tidak diberi penjelasan. Penjelasan otentik 
tentang kewenangan negara itu terdapat dalam UUPA, yang menegaskan bahwa, atas 
dasar ketentuan pasal 33 ayat 3 UUD dan hal-hal sebagai dimaksud dalam pasal 1, 
bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh 
rakyat (UUPA, Pasal 2 ayat 1).  
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Mengikuti kewenangan negara dalam UUPA itu ternyata berpangkal pada 
pendirian, bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 
tidak perlu dan tidak pula pada tempatnya negara bertindak sebagai pemilik tanah, 
tetapi lebih tepat jika negara bertindak selaku badan penguasa. Dari sisi ini pulalah 
kita harus melihat arti dari ketentuan Pasal 2 ayat 1 UUPA itu. 
Untuk mengetahui apa saja kewenangan negara yang berpangkal pada 
pendirian Pasal 33 ayat 3 UUD’45 tersebut di atas, sepatutnya diperhatikan makna 
“dikuasai” oleh negara ini, yaitu perkataan “dikuasai” dan “dimiliki”, dan perkataan 
“dikuasai” dan “dipergunakan”. Pengertian “dikuasai” oleh negara itu bukan berarti 
“dimiliki” melainkan hak yang memberi wewenang kepada negara untuk mengatur 
dalam tiga hal, yaitu: mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 
persediaan, dan pemeliharaan tanah, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan 
hukum antara orang-orang dengan tanah, dan menentukan dan mengatur hubungan-
hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai 
tanah (UUPA. Pasal 2 ayat 2). Sementara itu pengertian“dikuasai” dan 
“dipergunakan” adalah dua hal yang berbeda, dipergunakan itu sebagai tujuan 
daripada dikuasai, meskipun kata penghubungnya “dan”, hingga itu nampaknya dua 
hal yang tidak ada sangkut pautnya dalam hubungan sebab akibat. Pengertian 
dikuasai, bukan berarti dimiliki tetapi kepada negara diberikan kewenangan 
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat 2 UUPA itu (Notonagoro 1986: 84). Dari 
pengertian ini ditetapkanlah bahwa isi wewenang negara itu semata-mata “bersifat 
publik”, yaitu wewenang untuk mengatur (wewenang regulasi) dan bukan wewenang 
untuk menguasai tanah secara fisik dan menggunakan tanahnya itu sebagaimana 
wewenang pemegang hak atas tanah yang “bersifat pribadi” (Muhammad Bakri, 
2007:5).  
 Pembedaan makna “dikuasai” dengan “dimiliki” dinilai tepat dalam upaya 
menarik landasan hukum bagi kewenangan negara dalam melaksanakan tugas 
kenegaraannya pada hak pemilikan negara atas tanah (Boedi Harsono, 2007: 269). 
Sekiranya negara itu hendak dikatakan juga sebagai “pemilik” tanah, maka haruslah 
difahami dalam konteks hukum publik (publiekrechtstelijk), bukan sebagai pemilik 
(eigenaar) dalam makna yang bersifat privat (privaatrechtstelijk), maknanya, negara 
memiliki kewenangan secara juridis formal sebagai pengatur, perencana, pelaksana 
dan pengendali kegiatan-kegiatan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan 
 8
pemanfaatan tanah itu (Jack Reynold Ch. Ayamiseba, 2004: 180) 
 Kaedah “hak menguasai negara” dan kaedah “dipergunakan untuk sepenuhnya 
kemakmuran rakyat” adalah dua aspek kaedah yang tidaklah dapat dipisahkan satu 
sama lain, karena kedua-duanya merupakan satu kesatuan sistemik. “Hak menguasai 
negara” itu merupakan alat, sementara itu “dipergunakan untuk sepenuhnya 
kemakmuran rakyat” ini merupakan tujuan yang hendak dicapai (Bagir Manan,1999:) 
Harus ditafsirkan hakikat sifat dari hak menguasai negara itu akan mengandungi 
pengertian perlunya peran aktif  pemerintah secara fisik, pengaturan secar hukum 
dalam mengatur penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanah agar pemanfaatannya 
ditujukan ke arah pencapaian tujuan nasional (Lutfi Nasution, 2002:18). 
  
C. Implementasi Wewenang Negara Yang Bersumber Pada Hak Penguasaan 
Negara Atas Tanah Terhadap Hak Pakai Khusus Atas Tanah.  
 
Mengikuti konsep dasar hak penguasaan negara atas tanah terdapat wewenang 
bersifat publik, berupa wewenang untuk mengatur (wewenang regulasi), bukan 
wewenang untuk menguasai tanah secara fisik sebagaimana wewenang pemegang hak 
atas tanah yang bersifat pribadi. Pada wewenang negara yang bersifat publik ini 
mengharuskan semua kebijakan pemerintah di bidang pertanahan dituangkan dalam 
bentuk peraturan perundang-undangan (UUPA, No.5 Tahun 1960, Pasal 2 ayat 3), 
menurut tingkatan-tingkatannya, yaitu, UUD’45, UU/Perpu, PP, Perpres dan Perda 
(UU.No. 10 Tahun 2004, Pasal 7 ayat 1). 
Salah satu implementasi dari kewenangan negara adalah memberikan suatu 
hak atas tanah atau hak-hak lainnya kepada perseorangan, badan hukum publik dan 
badan hukum privat. Pemberian hak itu secara limitatif disebutkan dalam  pasal 16 
UUPA. Semua hak atas tanah yang bersumber dari kewenangan negara sesudah 
UUPA ditetapkan, ternyata unifikasi hukum tanah itu tidak hanya ditujukan pada 
hukumnya saja, tetapi juga ditujukan pada hak-hak atas tanah, sehingga dalam UUPA 
itu hanya ada satu macam hak-hak atas tanah, yaitu hak-hak atas tanah yang secara 
limitatif (A.P. Parlindungan, 1998: 94) diatur dalam UUPA,  yaitu: hak atas tanah 
yang bersifat tetap (Pasal 16), hak atas tanah yang bersifat sementara (pasal 53), dan 
hak atas tanah lainnya yang akan ditetapkan dengan undang-undang (Penjelasan 
Umum II/2). Salah satu hak atas tanah yang telah ditetapkan dengan undang-undang 
oleh pemerintah adalah Hak Pengelolaan dalam PMDN No. 1 tahun 1977. 
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1. Hak Pakai Khusus Atas Tanah Dalam UUPA. 
 Hak ini belum ditetapkan sebagai salah satu hak atas tanah dalam pasal 16 
UUPA.Secara umum substansinya sudah digambarkan dalam Pasal 41 dan 42 serta 
Penjelasan Umum II/2 UUPA. Kedua pasal itu menyebutkan bahwa, hak pakai itu 
merupakan hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil baik dari tanah yang 
dikuasai oleh negara maupun tanah yang dikuasai perseorangan dengan hak milik 
untuk jangkawaktu tertentu atau selama tanah itu dipergunakan untuk keperluan 
tertentu yang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, 
orang asing penduduk Indonesia, badan hukum asing yang mempunyai izin 
operasional, dan hak itu dapat pula dialihkan dan sebagai objek hak tanggungan. 
Sementara dalam Penjelasan Umum II/2 UUPA disebutkan bahwa negara dapat 
memberikan sesuatu hak atas tanah kepada seseorang atau badan hukum menurut 
peruntukan dan keperluannya atau memberikannya dalam pengelolaan kepada sesuatu 
badan penguasa (Departemen, Jawatan atau daerah Swatantra) untuk dipergunakan 
bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing.   
Sesuatu yang membanggakan dan menimbulkan sesuatu yang positif dalam 
melihat dan memahami hak pakai ini, karena substansinya sudah disebutkan dalam 
UUPA tetapi belum ditetapkan dengan undang-undang oleh pemerintah sebagai hak 
atas tanah. Sangat beralasan sekiranya pemerintah menetapkan hak pakai ini dengan 
undang-undang seperti hak pengelolaan itu, karena: 1. diberi peluang oleh pasal 16 
UUPA yang semula akan bersifat limitatif, tetapi dalam perkembangan dan seterusnya 
pasal ini tidak lagi bersifat limitatif, yang akan memberikan kemungkinan untuk 
perkembangan baru atas hak-hak atas tanah dalam pasal 16 UUPA. 2. kekuasaan 
negara bersumber pada kewewenangan negara itu sangat besar (Kompas, 29 Oktober 
1999). 3. Peraturan perundang-undangan di Indonesia memberi kekuasaan yang besar 
dan tidak jelas batasannya kepada negara untuk menguasai tanah di Indonesia, 
akibatnya terjadi dominasi hak menguasai negara dan memberi peluang kepada negara 
untuk bertindak sewenang-wenang (Muhammad Bakri, 2007: 7-8). 
  
2. Hak Pakai Khusus Atas Tanah Dalam Hak Penguasaan Atas Tanah Sebagai 
Lembaga Hukum Dan Hubungan Hukum Konkrit. 
 
Dalam tiap hukum tanah terdapat pengaturan mengenai hak penguasaan atas 
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tanah sebagai lembaga hukum, dan hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan 
hukum konkrit. Adanya kedua hak penguasaan itu, ketentuan-ketentuan hukum yang 
mengaturnya dapat disusun dan dipelajari dalam suatu sistimatika yang khas dan 
masuk akal. Disebut “khas”, karena hanya dijumpai dalam hukum tanah dan tidak 
dijumpai dalam cabang-cabang hukum yang lain. Disebut masuk “akal” karena mudah 
ditangkap dan diikuti logikanya (Boedi Harsono, 2007: 24-26). 
Ketentuan-ketentuan pokok dalam menetapkan hak pakai khusus ini dalam 
sistem hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum dan hubungan hukum 
konkrit itu adalah mengikuti unsur-unsur yang wujud dalam hak penguasaan itu. 
Sebagai suatu lembaga hukum dan hubungan hukum konkrit, unsur-unsurnya adalah: 
 Nama (Terminologi). Hak pakai khusus atas tanah ini adalah sebutan yang 
diberikan oleh ilmuan hukum pertanahan yang dimaksud dalam pasal 41, 42, 
Penjelasan Umum II/2 UUPA, dan PP. No. 40 tahun 1996. UUPA tidak memberinya 
nama khusus, karena sebutan nama hak-hak atas tanah yang umum terdapat dalam 
pasal 16 dan 53 UUPA (Oloan Sitorus dan H.M. Zaki Sier, 2006: 76). Terminologi ini 
merupakan terjemahan dari Hak Pakai Publiek rechterlijke (A.P. Parlindungan     
(1998:24) Terminologi  ini pernah dipakai untuk sebutan hak milik, karena nama hak 
milik itu bukan nama asli Indonesia, tetapi sifat-sifat hak menguasai tanah yang diberi 
nama sebutan hak milik itu sudah dikenal dalam hukum adat sebagai hasil 
perkembangan penguasaan, pengusahaan atau penggunaan sebahagian tanah ulayat 
secara intensif dan terus menerus oleh perseorangan warga masyarakat hukum adat 
yang disebut hak pakai khusus (handerbeni), (Boedi Harsono, 2002:30-36). Sebutan 
ini patut dipertimbangkan karena hukum tanah nasional itu falsafahnya adalah hukum 
adat (Oloan Sitorus dan Rahmad Riyadi, 2007: 12). 
 Isi hak pakai khusus. Unsur isi hak ini mengikuti sistimatika isi hak 
penguasaan atas tanah. Isi berupa kewenangan adalah untuk mempergunakan tanah 
negara secara fisik untuk pelaksanaan tugasnya selama jangka waktu yang tidak 
ditentukan( UUPA, Pasal 41), dan isinya  berupa kewajiban adalah untuk melakukan 
pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat (UUPA, Pasal 19). 
Sementara isi berupa larangan adalah bahwa pemegang hak dilarang untuk 
membabani hak pakai ini dengan hak tanggungan dan mengalihkan hak itu kepada 
pihak swasta (UUHT No. 4 tahun 1996).   
Subjek hak pakai khusus. Unsur ini berkenaan dengan siapa dan/atau badan 
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hukum yang boleh menjadi pemegang haknya sebagai subjek dan syarat-syarat bagi 
penguasaannya. Subjek hak pakai ini adalah: departemen- departemen, lembaga 
pemerintah non departemen, pemerintah daerah, perwakilan negara-negara asing, 
lembaga-lembaga keagamaan, lembaga-lembaga sosial (A.P. Parlindungan, 
1998:193). Subjek hak ini merupakan lembaga negara yang ada dalam ranah 
eksekutif, legislatif, judikatif yang berkaitan dengan kepentingan umum, yaitu semua 
kepentingan yang termasuk dalam kriteria kepentingan umum(Guna Negara, 2008: 
254).  
Objek hak pakai khusus. Pada prinsipnya semua tanah itu merupakan objek 
hak penguasaan atas tanah. Bagi tanah-tanah yang belum diberikan hak dengan hak 
perseorangan oleh UUPA disebut tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan bagi 
tanah-tanah yang sudah di punyai dengan sesuatu hak atas tanah disebut dengan tanah 
hak dengan nama sebutan haknya (tanah hak milik) (M.Rizal Alif, 2008:15). Bagi hak 
pakai khusus atas tanah ini, objeknya hanya tanah negara saja, karena isinya 
mempergunakan tanah dikuasai langsung oleh negara dan tidak di atas tanah hak 
milik. Apabila objeknya dikaitkan dengan subjeknya, maka semua tanah negara yang 
diperuntukan bagi subjeknya itu  merupakan aset atau bagian dari kekayaan negara, 
penguasaannya ada pada Menteri Keuangan.   
Penciptaan hak pakai khusus. Unsur penciptaan ini menimbulkan suatu 
hubungan hukum konkrit dengan tanah sebagai objeknya. Pertama hak-hak atas tanah 
yang ada dalam hukum tanah nasional pokok-pokok penciptaannya berasal dari 
wewenang regulasi hak menguasai negara dalam pasal 2 UUPA, dari perubahan atau 
konversi hak-hak yang lama dan dengan suatu penetapan pemerintah (menteri atau 
pejabat yang ditunjuk (PP.No.46 tahun 1996, Pasal 42 ayat (1).  
  Pembebanan Hak Pakai Khusus. Hak atas tanah yang dapat dibebani dengan 
hak tanggungan adalah: hak-hak atas tanah itu merupakan hak yang dapat dialihkan 
dan wajib didaftarkan (A.P. Parlindungan, 1997:33). Hak pakai atas tanah negara 
menurut ketentuannya wajib didaftarkan dan menurut sifatnya dapat pula dialihkan 
dapat dibebani dengan hak tanggungan. Hak pakai seperti ini merupakan hak pakai 
yang khusus diberikan kepada perseorangan dan badan-badan privat (Yudi Setiawan,: 
38). Ketentuan ini tidak berlaku bagi hak pakai khusus atas tanah, karena walaupun 
hak pakai khusus ini wajib daftar tetapi karena sifatnya hak tersebut tidak dapat 
dialihkan, maka hak pakai ini tidak boleh dijadikan sebagai objek hak tanggungan. 
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Termasuk ke dalam kriteria ini adalah, hak pakai atas nama instansi pemerintah, 
badan-badan keagamaan dan sosial, perwakilan negara asing (A.P.Parlindungan, 
1996:308). 
Pemindahan hak pakai khusus atas tanah. Menurut P.P. No. 37 tahun 1998, 
pemindahan hak dilakukan dengan suatu akta PPAT yang dibuat oleh dan di hadapan 
PPAT. Hak pakai khusus tidak dapat dialihkan kepada pihak swasta karena hak ini 
tidak ada right of disposal- nya. Jika hak ini akan dialihkan juga hendaklah kepada 
sesama pejabat pemerintah dengan mencabut SK pemberian hak yang pertama dan 
kemudian diterbitkan SK yang baru dengan memberikan kepada pejabat pemerintah 
lainnya (A.P. Parlindungan, 1998:181). Namun dalam keadaan mendesak hak ini 
dapat dialihkan (tidak lagi dimanfaatkan, tidak sesuai rencana umum tata ruang), dan 
peralihannya dilakukan dengan cara tukar menukar setelah mendapat persetujuan DPR 
atau DPRD (UU.No.1. Tahun 2004).  
Hapusnya hak. Terdapat berbagai peristiwa hukum hapusnya hak pakai khusus 
atas tanah ini. Hapusnya hak atas tanah yang berlaku terhadap semua hak atas tanah 
adalah, dengan pencabutan hak untuk kepentingan umum, melanggar prinsip 
nasionalitas, tanah terlantar (mati), penyerahan sukarela, tanah musnah, jangka waktu 
berakhir, melanggar syarat pemberian, dilepaskan haknya, dihentikan sebelum jangka 
waktu berakhir, dan selama tanah tersebut tidak lagi dipergunakan (Yudi Setiawan: 
38). Sementara itu bagi hak pakai khusus atas tanah, hapusnya selain disebutkan di 
atas juga hapus karena hak ini tidak lagi dipergunakan untuk pelaksanaan tugasnya 
(A.P.Parlindungan, 1998:166) dan penghapusannya dilakukan dengan SK pemerintah.  
 Pembuktiannya. Unsur pembuktian hak pakai khusus atas tanah ini sangat 
penting bagi pemegang hak untuk memperoleh kepastian hukum. Sebagai surat tanda 
bukti hak yang kuat bagi hak pakai ini adalah sertifikat yang di dalamnya terdapat 
salinan buku tanah, surat ukur dan gambar peta tanah (A.P. Parlindungan: 1999:121). 
Ada kecenderungan untuk memberi kemudahan bukti kepemilikan tanah  hak pakai 
ini sebelum diberikan sertifikat, yaitu bagi pemegang hak pakai atas tanah negara (hak 
pakai khusus) belum memiliki bukti penguasaannya dapat dilengkapi dengan “ Surat 
Pernyataan” dari instansi induk yang menyatakan tanah tersebut sudah tercatat dalam 





 UUD’45 dan UUPA sebagai dasar tertinggi hukum pertanahan mengubah dan 
mengganti domein verklaring pada zaman penjajahan Belanda, dan menetapkan hak 
menguasai negara. Kewenangan negara yang berpangkal pada hak menguasai negara 
itu menempatkan hubungan negara dengan tanah dalam hubungan penguasaan bukan 
hubungan memiliki, karena tidak sepatutnya negara bertindak sebagai pemilik tanah 
tetapi lebih tepat negara bertindak selaku badan penguasa bersifat publik (wewenang 
regulasi). Implementasi dari kewenangan negara itu adalah memberikan hak-hak atas 
tanah yang ditetapkan dalam pasal 16 UUPA yang semula akan bersifat limitatif tapi 
dalam perkembangannya tidak limitatif. Hak-hak itu adalah, hak-hak atas tanah yang 
bersifat tetap, bersifat sementara dan yang akan ditetapkan dengan undang-undang 
(hak pengelolaan). 
 Hak pakai khusus atas tanah merupakan sebutan yang diberikan oleh ilmuwan 
hukum pertanahan yang dimaksud pasal 41, 42 dan penjelasan Umum II/2 UUPA 
serta P.P. no. 40 tahun 1996. Semestinya pemerintah menetapkan hak pakai ini dengan 
undang-undang seperti hak pengelolaan karena, diberi peluang oleh pasal 16 UUPA, 
kekuasaan negara bersumber pada kewenangan negara itu sangat besar, peraturan 
perundang-undangan di Indonesia memberi kekuasaan yang besar dan tidak jelas 
batasannya kepada negara untuk menguasai tanah di Indonesia, akibatnya terjadi 
dominasi hak menguasai negara dan memberi peluang kepada untuk bertindak 
sewenang-wenang. Ketentuan-ketentuan pokok dalam menetapkan hak pakai khusus 
atas tanah ini dalam sistem hak penguasaan atas tanah harus mengikuti unsur-unsur 
yang wujud dalam hak penguasaan atas tanah. Melihat kepada unsur-unsur hak pakai 
khusus ini, ternyata unsur yang sangat berbeda dengan hak-hak lainnya antara lain 
adalah, unsur subjeknya, tanah sebagi objeknya, pembebanan, dan pemindahan 
(peralihan) haknya.    
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